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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWARISAN DAN TALAK 

 

A. Warisan 

1. Pengertian dan Dasar Hukum 

Warisan berasal dari kata al-miiraats (اٌمُراث) jamak dari al-

mawaarits (اٌمىارَج) dan al-waarits (اٌىارث) jamak dari al-waratsatun 

.(اٌىرحخ)
76

 Ditinjau dari segi bahasa, Warisan ialah peralihan harta dari 

seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang 

peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama yaitu Faraid, Fikih 

Mawaris dan hukum al-Mawaris.
77

 Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya 

Fiqih Sunnah, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayat 

secara mutlak.
78

 Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi‟i dan 

mazhab Hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang 

ditinggalkan oleh si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta 

maupun yang tidak berkaitan dengan harta.
79

 

Secara terminologi, Muhammad al-Syarbiny mendefenisikan 

hukum waris sebagai berikut: 

صً اًٌ معرفخ ذاٌه ومعرفخ لدر اٌفمه اٌمتعٍك ثبلارث ومعرفخ اٌحطبة اٌمى

اٌىاجت مه اٌتروخ ٌىً ذي حك.
80
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Artinya: “Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, 

pengetahuan tentang cara penghitungan terhadap harta, dan bagian-bagian 

yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli 

waris).”  

Teungku Muhammad Habi al-Shiddieqy mendefenisi sebagai 

berikut: 

ه مه َرث ومه لاَرث وممدار وً وارث ووُفُخ اٌتىزَععٍم َعرف ث
81

 

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, 

orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-

tiap waris dan cara pembagiannya.”
82

 

Muhammad Ali Ashabuni mendefenisikan waris: 

اوتمبي اٌمٍىُخ مه اٌمُت إًٌ ورحته الأحُبء ضىاء وبن اٌمترون مبلاً أو حمبً مه 

اٌحمىق اٌشرعُخ
83

 

Artinya: “Pengalihan kepemilikan dari si mayat kepada ahli warisnya yang 

masih hidup, baik ia meninggalkan harta atau hak dari hak-hak yang sah 

menurut syariah.” 

Dengan demikian warisan ialah merupakan harta kekayaan yang 

dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya 

dengan teknik dan tata cara pembagiannya. 
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Dasar dan sumber hukum kewarisan telah diatur dalam al-Qur‟an 

dan Hadits Nabi. Allah SWT. menetapkan kewarisan dalam al-Qur‟an 

yang secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan kewarisan 

seperti ayat al-Qur‟an di bawah ini:   

ِِهّوِرجَِّالِِ ِحرََكَ ا ًَّ ِمِّ انٍِِصَِيبٞ َٰلَِِ قۡرَبُْنَِوَِِٱهۡنَ
َ
اِِٱلۡۡ ًَّ ِمِّ ٍِصَِيبٞ وَلوِنّسَِاءِٓ

انِِحرََكَِ َٰلَِِ قۡرَبُْنَِوَِِٱهۡنَ
َ
فۡرُوضٗاِِٱلۡۡ ٍصَِيتٗاِيَّ َِۚ وِۡلَثَُ

َ
ِأ ُُ َۡ ِيِ اِقَنَّ ًَّ   ٧مِ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
84

 (QS. an-Nisa‟ ayat 7) 

 

ُِِيُْصِيكُىُِ َٰدِكُىِۡۖۡللَِِِّٱللَّّ وۡلَ
َ
ِأ ِفِِٓ ِ ّ َّ ِيِرۡنُِ نِلَرِ ٍثَيَيِۡ

ُ
ِنسَِاءِِٓٗٱلۡۡ ٌَّ فإَنِِكُ

ِ قَ ْۡ ِِٱذنَۡخَيِِۡفَ ا َّ ِفَوَ دَةٗ ِّ َٰ ِوَ ِكٍََجَۡ ِوَإِن ِحرََكَۖۡ ِيَا ِذوُُرَا ٌَّ ُّ ِٱلصِّۡفَُِۚفَوَ
ِ ا ًَ ُّ َۡ ِيِّ دٖ ِّ ِوََٰ ِ

ِهكُِّ يُِۡ َْ ةَ
َ
دُسُِوَلِۡ ِحرََِِٱلسُّ ا ًَّ ِلَُِِكَِمِ ِكََنَ ِهَّىِِۡۥإنِ فإَنِ َِۚ وَلَِٞ
ُِيكَُِ ُُِِۥٌِلَّ ِوَوَرذَِ ِِِٓۥوَلَِٞ يُِِّ

ُ
ِفَلِِ َْاهُ ةَ

َ
ِلَُِِٱلثُّودَُُِۚأ ِكََنَ يُِِِِِّٓۥفإَنِ

ُ
ِٞفَلِِ ةَْ إخِۡ

دُسَُِۚ ِلََِِٱلسُّ ََاؤٓكُُىۡ بۡ
َ
ِوَأ ِءَاةاَؤٓكُُىۡ ٍۗ ٌٍ ِدَيۡ وۡ

َ
ِأ ٓ ا َّ ِ ِيُْصِِِة ِوَصِيَّثٖ ِبَعۡدِ ٌۢ يِ

حُِّ
َ
ِأ ىِۡحدَۡرُونَ ٌَُِِّ ِيِّ َِۚفرَِيضَثٗ ِجَفۡعٗا قۡرَبُِهكَُىۡ

َ
ِهِِأ ِِٱللَّّ َِإنَِّ اِِٱللَّّ ًً ِعَويِ كََنَ

اِ ًٗ مِي َّ١١  
 

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 

dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 

anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan 

untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 

(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
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mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
85

 (an-Nisa‟ 

ayat 11)  

 

Terhadap persoalan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur‟an , maka 

dijelaskan dalam Hadits Nabi. Hadits Nabi pada dasarnya untuk 

memberikan penjelasan kepada ayat-ayat al-Qur‟an yang memerlukan 

penjelasan, baik itu penjelasan dalam bentuk arti maupun dalam bentuk 

memperluas makna. Sebagaimana Hadits di bawah ini: 

حدحىب مطٍم ثه إثراهُم، حدحىب وهُت، حدحىب اثه طبوش، عه أثُه، عه اثه عجبش، 

أهٍهب، فمب ثمٍ فهى أٌحمىا اٌفرائض ث»لبي: لبي رضىي الله صًٍ الله عٍُه وضٍم: 

«لأوًٌ رجً ذور
86

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, 

menceritakan kepada kami Uhaib, telah menceritakan kepada kami ibnu 

Thawus, dari Abih Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW. berkata ia: Berikanlah 

harta pusaka kepada yang berhak, sampaikanlah bagian-bagian yang mesti 

bagi pemiliknya. Dan sisanya untuk laki-laki yang terdekat.”
87

 

 

Hal kewarisan telah diatur Allah secara rinci dan mendetail dalam 

al-Qur‟an. Namun, ada beberapa hal dalam kewarisan yang belum diatur 

secara jelas dan pasti. Penjelasan dari berbagai hal yang belum jelas dan 

pasti dapat di temukan dalam Hadits Nabi. 
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2. Rukun-Rukun Warisan 

Warisan mempunyai tiga rukun
88

, yaitu: 

a. Orang yang mewarisi atau ahli waris (warits). Yaitu orang yang 

memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab –

sebab pewarisan. 

b. Orang yang mewariskan atau Pewaris (muwarritsi). Yaitu orang yang 

mati yang meninggalkan harta atau hak. 

c. Warisan (maururuts). Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari 

pewaris kepada ahli waris. 

3. Syarat-Syarat Mewarisi 

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi: 

a. Kematian 

Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang 

mewariskan harus dibuktikan secara hakiki, hukmi atau taqdiri dengan 

cara menganalogikan orang-orang yang mati.
89

 

Kematian secara hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan 

langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan 

persaksian dua orang yang dapat dipercaya. 

Adapun kematian secara hukmi seperti orang yang menghilang 

dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka 

dianalogikakan ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang 

disejajarkan dengan keyakinan atau kepastian.  
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Kematian secara taqdiri adalah, menyamakan seseorang dengan 

orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri).  

b. Ahli waris yang masih hidup 

Ahli waris yang masih hidup harus dibuktikan bahwa ahli waris 

benar-benar masih hidup pada saat kematian sebelum mereka 

dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. Ahli waris diketahui 

masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan 

berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang 

dapat dipercaya. 

Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan 

jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya 

meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan 

syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.
90

 

Dalam kasus janin dalam kandungan, tidak mendapat warisan 

kecuali janin itu lahir hidup, hubungannya harus ditangguhkan untuk 

menunggu penyerahan harta. Akan tetapi hubungan yang harus dijaga 

adalah hubungan anak laki-laki. Tetapi menurut mazhab Maliki, semua 

hak milik harus ditangguhkan penyerahannya kepada anak kecil 

tersebut sebelum harta pusaka itu dibagikan.
91
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c. Hubungan kewarisan yang sah 

Hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi 

karena arah kekerabatan nasab, karena arah hubungan suami istri 

keduanya (pernikahan), atau karena arah al-wala‟.
92

 

Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya 

hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Adanya 

akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seseorang laki-laki dan 

ibu yang melahirkan anak tersebut.  

Semua Ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan adalah anak 

yang sah bagi seseorang suami bila anak tersebut lahir tidak kurang 

dari waktu minimal yang ditentukan dan tidak melebihi waktu 

maksimal yang ditetapkan. Bila anak lahir sewaktu ikatan perkawinan 

masih berlangsung, yang diukur adalah minimal yaitu jarak waktu 

minimal antara pernikahan dengan kelahiran. Bila anak lahir setelah 

hubungan pernikahan putus yang diukur adalah waktu maksimal, yaitu 

jarak waktu antara putus pernikahan dengan kelahiran.
93

 

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri 

didasarkan pada dua ketentuan: Pertama, antara keduanya telah 

berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan Kedua, bahwa suami dan 

istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak 

meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak 

meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam 

bentuk Thalaq raj‟i dan perempuan masih berada dalam masa iddah.
94
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Sedangkan hubungan al-wala‟ terjadi disebabkan oleh usaha 

seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan 

budaknya. Hubungan kekerabatan yang disebabkan karena 

memerdekakan hamba sahaya. Jika seseorang tuan memerdekakan 

hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba 

yang telah dimerdekakannya. Dengan sebab itu si tuan berhak 

mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan 

mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak 

waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak 

meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan 

kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami - istri).
95

 

4. Pembagian Warisan 

Ahli waris hubungan kerabat dan hubungan perkawinan yang telah 

dikemukakan, masing-masing mendapatkan hak kewarisan. Secara umum 

hak kewarisan mereka ditetapkan menjadi dua macam, yaitu ahli waris 

yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan ahli waris yang 

pembagiannya tidak ditentukan. Ahli waris yang mendapat bagian pasti 

disebut dengan dzawu al-furudh. Rincian ahli waris dzawu al-furudh 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Anak perempuan. Ia mendapat seperdua bila hanya seorang, dan tidak 

ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua 

pertiga dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki. Dasarnya ayat An-

Nisa‟ ayat 11: 
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ُِِيُْصِيكُىُِ ِِٱللَّّ ِ ّ َّ ِ ِيِرۡنُ لَرِ ِللَِّ وۡلََٰدِكُىۡۖۡ
َ
ِأ نِفِِٓ ٍثيََيِۡ

ُ
ِِٱلۡۡ ٌَّ ِكُ فإَنِ

ِ قَ ْۡ ِفَ اِِٱذنَۡخَيِِۡنسَِاءٓٗ َّ ِفوََ دَةٗ ِّ ِوََٰ ِكٍََجَۡ ِوَإِن ِحرََكَۖۡ ِيَا ِذوُرَُا ٌَّ ُّ فَوَ
  ١١ِ…ٱلصِّۡفَُِۚ

    

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia 

memperoleh separoh harta.”
96

 (an-Nisa‟ ayat 11)  

 

b. Cucu perempuan. Ia mendapat hak kewarisan seperdua bila seorang 

dan tidak ada cucu laki-laki. Apabila ia dua orang atau lebih, haknya 

adalah dua pertiga tanpa didampingi oleh cucu laki-laki. Cucu 

perempuan menerima seperenam bila ia mewarisi bersama seorang 

anak perempuan. 

c. Ibu. Ada tiga kemungkinan bagian ibu, yaitu seperenam bila 

bersamanya ada anak atau cucu dari pewaris, atau bersamanya ada dua 

orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak 

mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang 

saudara atau lebih. Keberadaan anak sebagai ahli waris dapat 

mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Kemungkinan 

ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari 

ayah, ibu, suami atau istri.
97
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d. Nenek. Bagian nenek adalah seperenam sebagaimana telah 

dikemukakan dalam Hadits dari Mughirah bin Syu‟bah. Hak kewarisan 

nenek bukan sebagai penganti hak ibu, karena nenek dalam keadaan 

apapun tetap mendapat seperenam. Ulama Zahiri menempatkan nenek 

sebagai pengganti ibu dengan segala kemungkinan bagiannya. Hal ini 

berarti bahwa nenek dapat menerima sepertiga bila pewaris tidak 

meninggalkan anak atau cucu, dan tidak meninggalkan dua orang 

saudara atau lebih. Nenek mendapat seperenam bila ada anak atau cucu 

maupun saudara-saudara.
98

  

Abu Hanifah berpendapat bahwa nenek dapat dua orang 

sekaligus mewarisi, yaitu ibunya ayah dan ibunya ibu. Pendapat Abu 

Hanifah ini terkenal di kalangan para ulama. Ahmad dan al-Auza‟i 

mengatakan bahwa tiga orang nenek dapat sekaligus mewarisi, yaitu 

ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari kakek. Sedangkan Ibnu Mas‟ud 

berpendapat bahwa nenek dapat empat orang sekaligus menerima hak 

kewarisan, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, ibu dari ayahnya ayah, dan 

ibu dari ayahnya ibu.
99

 Adanya kemungkinan nenek mewarisi 

bersama-sama, karena nenek tidak ada yang dapat menghijab selain ibu 

yang menghubungkannya kepada pewaris. Dari segi pembagiannya, 

nenek hanya menerima seperenam, yang dibagi sama banyak. 

e. Saudara perempuan kandung. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, 

dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Mereka 
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menerima dua pertiga bila dua orang atau lebih, dan tidak ada saudara 

laki-laki kandung.  Sumbernya al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 176: 

ُِقُنِِِيسَۡخَفۡخٍُْكََِ ِْإنِِِِٱهۡمَلََٰوَثِنِحُفۡخيِكُىِۡفِِِِٱللَّّ وكََِهَيۡسَِلَُِِٱمۡرُؤٌا ِۥَِ
ِوَلَُِ َِِِّٓۥوَلَِٞ َّ ِيكٌَُِل ِهَّىۡ ِإنِ ٓ ا َّ ِيرَِثُ َْ ُِ ِوَ ِحرََكََۚ ِيَا ٍِصِۡفُ ا َّ

ِفَوَ خۡجٞ
ُ
اِأ

ِ ِكََجَخَا ِفإَنِ َۚ ِِٱذنَۡخَيِِۡوَلَِٞ ا ًَ ُّ ِحرََكََِِۚٱلثُّوُرَانِِفَوَ ا ًَّ ةَِِْٗمِ ِإخِۡ ْ ْٓا ِكٍََُ وَإِن
ِ ِ ّ َّ ِ ِيِرۡنُ لَرِ ِفَولَِّ ِوَنسَِاءٓٗ ٍۗرجَِّالَٗ ٍثَيَيِۡ

ُ
ِِٱلۡۡ ُ ُِيبُيَِّ نِِٱللَّّ

َ
ِأ هكَُىۡ

ِوَِ ْه اْ ُِحضَِوُّ ءٍِعَويِىُِِۢٱللَّّ ِشََۡ   ١٧٦ةكُِنِّ
    

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): 

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu 

terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 

tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”
100

 (QS. an-

Nisa‟ : 176) 
 

f. Saudara perempuan seayah. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, 

dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua orang 

atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus itu terdapat 

seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah 

mendapat seperenam.
101

 Menurut golongan ulama Syi‟ah, dalam kasus 
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seperti ini, saudara terhijab total oleh saudara perempuan kandung, 

sebagaimana juga ditutup saudara laki-laki kandung.
102

 

g. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mendapat 

seperenam bila seorang, dan mendapat sepertiga bila dua orang atau 

lebih. Tidak ada perbedaan antara saudara laki-laki seibu dengan 

saudara perempuan seibu dalam menerima hak kewarisan.  

h. Suami dan istri. Al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 12 menjelaskan bahwa 

suami mendapatkan seperdua bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

dan seperempat bila pewaris (istri) mempunyai anak. Istri mendapat 

seperempat bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan 

seperdelapan jika pewaris meninggalkan ahli waris anak atau cucu.  

i. Ayah dan kakek. Ayah menerima hak kewarisan seperenam sebagai 

dzawu al-furudh berdasarkan al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 11, 

sedangkan kakek juga menerima seperenam di kala tidak ada ayah.  

Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti bagian yang akan 

diterimanya (dzawu al-furudh), ada pula ahli waris yang bagiannya tidak 

ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli 

waris dzawu al-furudh atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk 

ahli waris dzawu al-furudh. Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya 

secara pasti itu lazim disebut „ashabah. 

Kata „ashabah dalam penggunaan bahasa arab di khususkan 

kepada kerabat laki-laki. Oleh karena yang berhak atas seluruh atau sisa 
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harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki maka pengertian 

„ashabah dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa 

harta sesudah dikeluarkan bagian untuk dzawu al-furudh. Ahli waris 

„ashabah terdiri dari tiga kelompok, yaitu „ashabah bi nafsihi, „ashabah bi 

ghayrihi, „ashabah ma‟a ghayrihi. 

„ashabah bi nafsihi adalah „ashabah dengan sendirinya tanpa 

bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas 

seluruh atau sisa harta, yang terdiri dari laki-laki saja.
103

 Mereka itu adalah : 

a. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang berhak mewarisi 

seluruh atau sisa harta. Dengan adanya anak laki-laki, tidak ada ahli 

waris lain yang berhak sebagai „ashabah. Ahli waris lain hanya 

sebagai dzawu al-furudh, dan yang mungkin mewarisi bersama anak 

laki-laki hanya ayah, ibu, suami atau istri. 

b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai „ashabah bila tidak ada lagi 

anak laki-laki. Ia dapat mewarisi ahli waris ayah, ibu, suami atau istri. 

c. Ayah, yang berkedudukan sebagai „ashabah bila tidak ada anak atau 

cucu. Dengan demikian, ayah mempunyai tiga kemungkinan hak, yaitu 

sebagai dzawu al-furudh, „ashabah, dan sisa sekaligus. 

d. Kakek, juga berkedudukan sebagai ahli waris bila tidak ada ayah. Hak 

kewarisan kakek pada dasarnya sama dengan hak kewarisan ayah, 

karena kakek mengantikan ayah. Namun dalam beberapa ketentuan, 

kakek tidak dapat mengantikan posisi ayah, yaitu kakek tidak dapat 
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menutup hak saudara, sedangkan ayah dapat menutup hak saudara, 

kecuali saudara seibu. Hanya Abu Hanifah yang tetap berpendapat 

bahwa kakek juga dapat menutup saudara sebagaimana ayah.
104

 Kakek 

tidak dapat memindahkan hak ibu dari sepertiga menjadi sepertiga sisa 

dalam kasus gharrawayni. Kakek juga tidak dapat menutup hak nenek, 

karena keduanya dapat mewarisi secara bersama, kecuali menurut 

pemikiran Zahiridan Hanbali.
105

 

e. Saudara laki-laki kandung. Ia berhak sebagai „ashabah bila pewaris 

tidak meninggalkan anak laiki-laki, cucu laki-laki dan ayah.
106

 Ahli 

Waris yang mungkin mewarisi bersama saudara adalah ibu, nenek, 

suami, istri, atau cucu perempuan, saudara seibu, dan saudara 

perempuan kandung yang menjadi „ashabah bersama saudara laki-laki 

kandung. 

f. Saudara laki-laki seayah. Ia berkedudukan sebagai „ashabah bila tidak 

ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghijab saudara 

laki-laki kandung. Pada prinsipnya saudara laki-laki seayah sama 

kedudukannya dengan saudara laki-laki kandung. Perbedaan bahwa 

saudara laki-laki kandung dapat berserikat dengan saudara-saudara 

seibu dalam kasus himariyah.
107
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g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ia berhak sebagai 

„ashabah bila tidak ada ahli waris saudara laki-laki seayah, dan ahli 

waris yang menutup saudara laki-laki seayah. 

h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ia berhak berstatus 

sebagai „ashabah dan mendapat harta bila tidak ada ahli waris anak 

laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan orang yang menutup anak 

laki-laki dari saudara laki-laki kandung tersebut.  

i. Paman kandung., yaitu saudara laki-laki kandung dari ayah. Ia berhak 

mewarisi sebagai „ashabah jika tidak ada lagi anak laki-laki dari 

saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya. 

j. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki ayah yang seayah. Ia berhak 

mewarisi jika tidak ada lagi paman kandung dan ahli waris yang 

menghijab paman kandung. 

k. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia berhak sebagai „ashabah dan 

mewarisi harta bila tidak ada ahli waris paman seayah, dan ahli waris 

yang menghijab paman seayah. 

l. Anak laki-laki paman seayah. Ia menempati ahli waris „ashabah 

deretan terakhir yang berhak menurut hukum kewarisan. Bila tidak ada 

lagi ahli waris „ashabah yang lain, ketika itu anak laki-laki dari paman 

seayah berhak menerima harta warisan. 

m. Mereka yang mewarisi harta warisan karena hubungan wala‟, seperti 

laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.
108

 

Selain „ashabah bi nafsihi, ada pula ahli waris „ashabah bi 

ghayrihi. „ashabah bi ghayrihi adalah ahli waris perempuan yang pada 
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dasarnya bukan „ashabah, tetapi karena didampingi oleh saudaranya yang 

laki-laki, maka mereka secara bersama sebagai „ashabah. Mereka dapat 

mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris dzawu al-furudh, dan sisa 

harta bila ada ahli waris dzawu al-furudh. Ahli waris „ashabah bi ghayrihi 

ini adalah empat kelompok, yaitu: 

a. Anak perempuan bila mewarisi bersama anak laki-laki. 

b. Cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki, atau laki-laki 

yang derjat kekerabatannya lebih rendah, seperti anak laki-laki dari 

saudaranya yang laki-laki. 

c. Saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara laki-laki 

kandung. 

d. Saudara perempuan seayah bila menjadi ahli waris bersama saudara 

laki-laki seayah.
109

 

Adapun ahli waris „ashabah ma‟a ghayrihi adalah saudara 

perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus 

„ashabah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu 

perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki 

dan ahli waris „ashabah bi nafsihi. 

5. Penghalang Kewarisan 

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat 

mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau 

syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat 
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menerima hak waris.
110

  Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya “Fiqih 

Sunnah”, orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang padanya 

terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki satu sifat yang 

mencabut haknya untuk mendapatkan warisan. 

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi 

seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-

hal berikut : 

a. Perbudakan 

Budak menurut istilah ialah ketidak mampuan secara hukum 

yang menetap pada diri manusia. Penyebab pada asalnya adalah kafir. 

Kafir adalah penghalang warisan secara mutlak, baik status budak itu 

utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah.
111

 Oleh 

karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi 

siapa pun dan tidak bisa diwarisi. 

Syafi‟iyyah dalam mazhab barunya dan ini yang paling shahih 

mengecualikan budak muba‟ah, yaitu orang yang sebagian statusnya 

merdeka. Oleh karena itu, jika dia mati harta yang dimiliki diwarisi 

karena sebagian dari status dirinya yang merdeka. Sebab, terhadap 

harta itu dia memiliki kepemilikan yang utuh sebagaimana orang 

merdeka. Maka kerabatnya yang merdeka bisa mewarisinya, atau 

budak yang merdeka sebagian, juga istrinya. Sementara, tuannya sama 

sekali tidak mendapatkan apa-apa.  
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Hanabilah mengatakan orang yang sebagian dari dirinya 

berstatus merdeka maka dia bisa mewarisi, dan sebagian statusnya 

yang lain juga diwarisi.
112

 

b. Pembunuhan 

Fuqaha sepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. 

Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh.
113

 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: 

ُْجُ ثْهُ ضَعْدٍ، عَهْ إضِْحَبقَ ثْهِ أثٍَِ فرَْوَحَ، عَهِ اثْهِ شِهَ  دُ ثْهُ رُمْحٍ لبَيَ: أوَْجَأوََب اٌٍَّ حَىَب مُحَمَّ بةٍ، عَهْ حَدَّ

ُْدِ ثْهِ عَجْدِ  ُْهِ وَضٍََّمَ أوََّهُ لَبيَ:  حُمَ ِ صًٍََّ اللهُ عٍََ َْرَحَ، عَهْ رَضُىيِ اللهَّ حْمَهِ ثْهِ عَىْفٍ، عَهْ أثٍَِ هرَُ اٌرَّ

ًُ لَا َرَِثُ » ٌْمَبتِ «ا
114

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh 

berkata ia: telah memberitakan kepada kami al-Laits bin Sa‟ad dari 

Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu 

Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: pembunuhan 

tidak berhak mendapatkan harta warisan.”
115

 

 

Asy-Syafi‟i berpendapat bahwa setiap pembunuhan 

menghalangi warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang 

gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti had dan 

qisas.
116

 Termasuk persaksian atau membenarkan persaksian yang 

menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang pewaris.
117
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Para ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuh yang 

menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang 

zalim, baik langsung maupun tidak langsung,
118

 termasuk di dalamnya 

orang yang memerintahkan, menyertai pembunuhan, orang yang 

menaruh racun pada makanan dan minuman, saksi palsu yang 

menyebabkan prang dihukum mati pewaris. Adapun pembunuhan 

karena dalah sasaran tidak menggugurkan hak menerima waris.
119

  

Sedangkan yang lainnya tidak menggugurkan hak kewarisan. 

Menurut Mazhab Hanafi, pembunuhan yang dapat 

menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah 

pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, 

dan pembunuhan karena salah sasaran. Mereka berpegang pada kaidah, 

“Setiap pembunuhan yang mewajibkan kafarat menggugurkan hak 

kewarisan. Jika tidak mewajibkan kafarat maka tidak menggugurkan 

hak kewarisannya”. 

Menurut mazhab Hanbali, setiap pembunuhan yang dibalas 

dengan hukuman qishahsh, diyat, (tebusan) atau kafarat menggugurkan 

hak kewarisan. Jika tidak, maka tidak menggugurkan hak kewarisan.
120

 

Termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan 

orang tidur.
121
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c. Perbedaan agama 

Adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara 

orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Orang muslim 

tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang 

muslim. Ulama mazhab sepakat bahwa perbedaan agama antara 

pewaris dan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan.
122

 

Sebagaimana sabda Nabi SAW.: 

ٍِّ ثْهِ حُطَُْهٍ، عَهْ عَمْرِو ثْهِ عُخْمَبنَ، عَهْ  ، عَهْ عٍَِ ٌِّ هْرِ حَىَب ضُفُْبَنُ، عَهِ اٌسُّ حَىَب مُطَدَّدٌ، حَدَّ حَدَّ

ُْهِ وَضٍََّمَ، لَبيَ:  ٍِّ صًٍََّ اللهُ عٍََ َْدٍ، عَهِ اٌىَّجِ ٌْىَبفِرُ »أضَُبمَخَ ثْهِ زَ ٌْىَبفرَِ، وَلَا ا ٌْمُطٍْمُِ ا  لَا َرَِثُ ا

ٌْمُطٍِْمَ  «ا
123

 

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan, dari Azzuhri, dari Ali bin Husain , 

dari „Amri bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, dari Rasulullah SAW. 

beliau bersabda, “seorang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir 

dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim””.
124

 

 

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan 

kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah 

halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam 

(khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-

orang nonmuslim.
125

 

Selain itu, hubungan antara kerabat yang berlainan agama 

dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan 

hubungan baik, dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum 

syari‟ah termasuk hukum waris. 
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Demikian juga orang murtad, mempunyai kedudukan yang 

sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang 

murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang 

telah memutuskan shilah syari‟ah.  

Sebagaimana firman Allah SWT. : 

وْلََٰٓئكَِِ…ِ
ُ
ِفأَ ِكََفرِٞ َْ ُِ ِوَ جۡ ًُ ِفَيَ ِدِيَُِۦِ ِعٌَ ِيَِكُىۡ ِيرَۡحدَِدۡ وَيٌَ

ىِۡ ُِ ِٱلَّارِِِۖ صۡحََٰبُ
َ
ِأ وْلََٰٓئكَِ

ُ
ِوَٱلۡأٓخِرَةِِِۖوَأ جۡيَا ِٱلُِّ ِفِِ ىۡ ُّ عۡمََٰوُ

َ
ِأ تطَِجۡ َّ

ا َّ ونَِ فيِ   ٢١٧خََٰلُِِ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu 

Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya 

di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya.”
126

 (QS. al-Baqarah: 217) 

 

Mayoritas ulama Malikiyyah, Syafi‟iyyah dan Hanabilah selain 

Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa orang yang murtad tidak 

mewarisi juga tidak diwarisi sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi 

rampasan untuk Baitul Mal, baik dia memperolehnya pada saat Islam 

atau pada saat murtad.
127
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B. Talak  

1. Pengertian dan Dasar Hukum 

Talak menurut bahasa ialah, talak berasal dari kata al-ithlaqu 

 yang berarti pelepasan atau (اطٍكَ ) masdar dari athlaqa (الإطلاَقُ )

pembebesan.
128

 Menurut istilah, thalaq adalah melepaskan ikatan 

pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.
129

 

Para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang hukum talak, tetapi 

pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak 

dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak.
130

 

ا ًٗ مِي َّ ِوََٰسِعًاِ ُ ِوَكََنَِٱللَّّ ِيٌِِّسَعَخَُِِۦۚ
ِكُُلّٗ ُ ِٱللَّّ ٌِ قاَِحُغۡ  ١٣٠ِوَإِنِحَخَفَرَّ

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah 

maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.”
131

 (an-Nisa‟ ayat 130) 

ا َّ حُّ
َ
أ ِِٱلَّبُِِِّيََٰٓ ِطَوَّقۡخُىُ ِِاءَِٓٱهنّسَِِإذَِا ْ اْ صُ ّۡ

َ
ِوَأ ٌَّ ِّ ِ ح ِهعِِدَّ ٌَّ ُِ ِۖۡفَطَوقُِّْ ةَ ِٱهۡعِدَّ

ِْوَِ اْ قُ َِِٱتَّ تيَِِِٱللَّّ
ۡ
نِيأَ
َ
ِٓأ ِإلََِّ ٌَ ِوَلََِيََۡرجُۡ ٌَّ ِّ ِ ِبُيُْح ٌۢ ِيِ ٌَّ ُِ لََِتُُۡرجُِْ رَبَّكُىِۡۖۡ

دُِ ُّ ِ ِوَحوِۡكَ ََثٖن ِ تَيّ ِيُّ َِِِۚودُِةفََِٰحِشَثٖ ِِٱللَّّ دُودَ ُّ ِ ِحَخَعَدَّ ِِوَيٌَ ِظَوىََِفَقَِِٱللَّّ دۡ
ُُِ ِجَفۡسَ َِِۥۚ َِلََِحدَۡريِِهعََنَّ مۡرٗاِِٱللَّّ

َ
َٰلكَِِأ   ١يُُۡدِثُِبَعۡدَِذَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 

kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 
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mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, 

maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu 

hal yang baru.”
132

 (QS. al-Thalaq ayat 1) 

 

Di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah SWT. membenci talak 

yang dijatuhkan tanpa tujuan yang mendesak. Rasulullah bersabda: 

فٌ   حىب مُعرِّ حىب أحمدُ ثهُ َىوص، حدَّ صًٍَّ الله  -عه مُحبرِة، لبي: لبي رضىيُ الله  حدَّ

ًَّ الله شُئبً أثغَضَ اٌُه مِهَ اٌطلاقِ"-عٍُه وضٍم  : "مب أح
133

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah 

menceritakan kepada kami Mu‟rif dari Muharib, ia berkata, Rasulullah 

SAW. bersabda, “ sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah 

Talak”. 

 

Meskipun Rasulullah SAW. memasukkan talak ke dalam kategori 

perbuatan yang halal, tapi Allah SWT. membencinya apabila hal itu 

dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak. Allah juga membencinya 

karena hal itu akan melepaskan hubungan keluarga yang seharusnya dapat 

menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan pernikahan.
134

 

2. Pembagian Talak 

Talak terbagi pada dua bagian: 

a. Thalaq Sunni dan Thalaq Bid‟ah 

1) Thalaq Sunni 

Talak yang sesuai dengan sunnah adalah talak yang 

dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. 
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Para Ulama sepakat bahwa orang yang dianggap 

menjatuhkan talak sunni terhadap istri ialah jika ia menjatuhkan 

talak ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli.
135

 

Sebagaimana firman Allah SWT.: 

ا َّ حُّ
َ
أ ِِٱلَّبُِِِّيََٰٓ ِطَوَّقۡخُىُ اِِْْٱهنّسَِاءَِٓإذَِا صُ ّۡ

َ
ِوَأ ٌَّ ِّ ِ ح ِهعِِدَّ ٌَّ ُِ فَطَوقُِّْ

ِۡۖ ةَ ِْوَِِٱهۡعِدَّ اْ قُ َِِٱتَّ ِِٱللَّّ ٌَ ِوَلََِيََۡرجُۡ ٌَّ ِّ ِ ِبُيُْح ٌۢ ِيِ ٌَّ ُِ لََِتُُۡرجُِْ رَبَّكُىِۡۖۡ
دُِ ُّ ِ ِوَحوِۡكَ ََثٖن ِ تَيّ ِيُّ ِةفََِٰحِشَثٖ تيَِ

ۡ
ِيأَ ن

َ
ِأ ٓ َِِِۚدُِوإلََِّ ِِٱللَّّ ِحَخعََدَّ وَيٌَ
ِ دُودَ ُِِّ ُُِِٱللَّّ ِجَفۡسَ ِظَوىََ ِفَقَدۡ َِِۥۚ ِهعََنَّ ِحدَۡريِ َِلََ ِبَعۡدَِِٱللَّّ يُُۡدِثُ

مۡرٗاِ
َ
َٰلكَِِأ      ١ذَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 

itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 

yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru.”
136

 (QS al-Thalaq : 1) 

 

Maksud dari ayat ini adalah jika kalian (para laki-laki) ingin 

menjatuhkan talak kepada istri-istri kalian, talaklah mereka pada 

saat mereka bisa menerima iddah. Istri yang ditalak bisa menerima 

iddah jika suaminya menjatuhkan talak kepadanya setelah dia suci 

haid atau nifas, dan sang suami belum menyetubuhinya. 
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2) Thalaq Bid‟ah 

Thalaq bid‟ah adalah talak yang tidak sesuai dengan yang 

disyariatkan.
137

 Talak bid‟ah berarti seorang suami yang 

menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, 

tetapi ia sudah mencampurinya. 

Mayoritas Ulama sepakat bahwa talak seperti ini sah. 

Tetapi sebagian Ulama berpendapat sebaliknya.
138

 Ulama-ulama 

yang menganggap talak tersebut berlaku, mereka mengatakan 

bahwa orang yang menjatuhkan talak seperti itu disuruh untuk 

merujuk kembali istrinya. Akan tetapi kelompok ulama ini terbagi 

menjadi dua. Menurut kelompok pertama, hukum merujuk ini 

wajib, dan ia dipaksa untuk melakukannya. Inilah pendapat Imam 

Malik dan murid-muridnya. Menurut kelompok kedua, ia cukup 

dianjurkan untuk merujuk, dan tidak dipaksa. Inilah pendapat 

Imam Asy-Syafi‟i, Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Imam 

Ahmad.
139

 Menurut Imam Malik dan sebagian besar Muridnya, ia 

dipaksa untuk rujuk selama istri masih dalam iddah. 

b. Thalaq Raj‟i dan Thalaq Ba‟in 

1) Thalaq Raj‟i 

Talak raj‟i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki 

untuk kembali kepada istrinya, sebelum habis masa iddah dengan 

tanpa mahar baru dan akad baru.
140
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Thalaq raj‟i menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih 

Sunnah ialah, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada 

istrinya yang sudah ia gauli, tanpa diberikan harta kompensasi oleh 

suami, dan sebelumnya, sang suami sama sekali belum pernah 

menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan 

talak kepadanya, terlepas dari apakah talak itu dijatuhkan dengan 

ucapan yang jelas atau dengan kata-kata yang mengandung majas 

(sindiran). 

Para Ulama mazhab sepakat bahwa, apabila seorang laki-

laki telah menalak istrinya dengan talak raj‟i, maka hak waris-

mewarisi antara mereka berdua tidak gugur sepanjang si wanita 

masih dalam iddah, baik talak itu dijatuhkan ketika si suami berada 

dalam keadaan sakit menjalang ajal maupun dalam keadaan sehat. 

Hak waris mewarisi menjadi gugur dengan berakhirnya iddah.
141

 

2) Thalaq Ba‟in 

Thalaq ba‟in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami 

tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang 

diceraikannya dalam masa iddahnya.
142

 

Ibnu Rusyd di dalam Bidayatul Mujtahid wal Muqtasid, 

berkata, “ Para Ulama sepakat bahwa talak ba‟in hanya berlaku 

ketika dijatuhkan kepada istri yang belum digauli. Talak ba‟in 

adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, dan 
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menjadi berlaku karena ada tebusan dari istri ketika Khuluk. Thalak 

ba‟in  ini dibagi menjadi dua bagian: 

a) Thalaq Ba‟in Sughra 

Talak ba‟in sughra dapat mengugurkan akad nikah. 

Karena itu, istri yang ditalak menjadi perempuan asing bagi 

suaminya, dan mantan suaminya tidak boleh menyetubuhinya. 

Bahkan keduanya tidak saling mewarisi jika salah satu diantara 

mereka meninggal ketika masa iddah belum habis.
143

 

Apabila suami ingin kembali kepada istrinya yang 

sudah ditalak dengan talak ba‟in sughra, dia harus kembali 

dengan akad dan mahar yang baru.
144

 

b) Thalaq Ba‟in Kubra 

Talak yang tidak boleh bagi mantan suami untuk 

kembali kepada mantan istrinya, kecuali setelah dia menikah 

dengan suami lain dengan nikah yang benar dan sah.
145

 

Sebagaimana firman Allah SWT.: 

ِ هۥ ِحََمِحَِزَوجًۡاِغَيَۡۡهُ َٰ تََّّ َّ ِ ِبَعۡدُ ٌۢ ِلَُۥِيِ ِفَلََِتََنُِّ ا َّ فإَنِِطَوَّقَ
اِ ًَ نِيقُِي

َ
ََّآِأ نِحَتَََاجَعَآِإنِِظَ

َ
آِأ ًَ ِّ يۡ

ََاحَِعَوَ اِفَلََِجُ َّ فإَنِِطَوَّقَ
ْنَِ ًُ مِٖحَعۡوَ ْۡ اِهقَِ َّ َُ ِ ِِيبُيَّ دُودُِٱللَّّ ُّ وَحوِۡكَِ ِهِ دُودَِٱللَّّ ُّ٢٣٠ ِ

 

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 

yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya 

hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika 

suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 
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keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-

nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”
146

 (QS al-Baqarah : 

230) 

Adapun jika talak ba‟in jatuh di saat penalakan dalam 

keadaan sehat, maka talak macam ini dapat menghalangi hak 

mewarisi antara keduanya, menurut mayoritas Ulama. Dan para 

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang suami yang mencerai 

istrinya dengan talak ba‟in, kemudian dia meninggal dunia 

karena sakit yang dideritanya ketika dia menjatuhkan talak.
147

 

Menurut Imam Hanafi, wanita tersebut berhak atas 

waris sepanjang dia masih dalam keadaan iddah, dengan syarat 

bahwa si suami berusaha menghindarkan diri dari pewarisan 

oleh istrinya (dengan menolaknya itu), dan bahwasanya talak 

yang dijatuhkannya itu tidak berdasarkan persetujuan istrinya. 

Dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, si wanita 

tidak berhak atas waris.
148

  

Menurut Imam Hambali, si wanita tetap berhak atas 

waris sepanjang dia belum bersuami lagi, sekalipun dia sudah 

keluar dari iddahnya dan waktunya sudah berjalan lama 

sekali.
149
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Menurut Imam Malik, si wanita tetap berhak atas waris, 

sekalipun dia telah bersuami.
150

 

Menurut Imam Asy-Syafi‟i, mempunyai tiga pendapat 

dalam hal ini, salah satunya mengatakan bahwa dia tidak 

berhak atas waris, sekalipun suaminya meninggal ketika dia 

masih menjalani iddah, persis seperti wanita yang ditalak ba‟in 

dalam keadaan sehat.
151

 

 

C. Konsep Muqaran dalam Fiqih 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ta’arudh  

Secara etimologis ta‟arudh yaitu saling bertentangan, sedangkan 

secara terminologis, ta‟arudh, ialah:  

تمبثً دٌٍُُه متطبوَُه عٍٍ رجه َمىع وً مىهمب ممتضٍ الأخر
152

 

Artinya: “Dua dalil yang sama kedudukannya saling bertentangan, dilihat 

dari segi masing-masing menghalangi kehendak (kandungan hukum) yang 

lain” 

Dasar penetapan hukum ini ialah firman Allah  SWT. dalam surah 

an-Nisa‟ ayat 82: 

فَلََِ
َ
ِِأ ِِٱهۡقُرۡءَانََِۚحَخَدَةَّرُونَ ِغَيِۡۡ ِعَِدِ ٌۡ ِيِ ِكََنَ ْۡ

َ ِِوَل ِفيُِِِِٱللَّّ ْ جََْدُوا َ ل
َٰفٗا   ٨٢لَريِٗۡاِِٱخۡخلَِ
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Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur‟an, kalau 

kiranya al-Qur‟an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat 

pertentangan yang banyak di dalamnya”.
153

 (QS. an-Nisa‟: 82) 

2. Cara Penyelesaian Pertentangan Dalil 

Di kalangan ulama terdapat dua aliran cara menyelesaikan 

pertentangan dalil, yaitu sebagai berikut. 

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, pertentangan dapat terjadi, baik 

diantara sesama nash syara‟ maupun diantara sesama dalil syara‟ lainnya. 

Mereka berpendapat, langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Meninjau segi kronologi sejarah lahirnya dalil-dalil tersebut. Jika hal 

ini ditemukan, maka dalil yang datang belakangan merupakan nasikh 

terhadap dalil yang lebih dahulu datang, sehingga yang diamalkan 

adalah dalil yang belakangan datangnya. 

b. Jika cara pertama tidak berhasil, maka cara kedua ialah, diusahakan 

melakukan tarjih (seleksi segi kekuatan) terhadap salah satu dalil yang 

bertentangan tersebut. 

c. Jika cara kedua di atas tidak berhasil, maka diusahakan untuk 

menggunakan metode pengabungan makna nash yang bertentangan 

(al-jam‟u wa at-taufiq). 

d. Jika cara tersebut juga tidak berhasil, maka dicari dalil lain yang 

tingkatannya di bawah dalil yang bertentangan tersebut, sedangkan 
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dalil yang saling bertentangan itu sendiri tidak diberlakukan pada 

masalah yang dibahas. 

Aliran Syafi‟iyyah berpendapat, jika pertentangan yang terjadi 

adalah di antara dua qiyas, maka diberlakukan tarjih atas salah satunya. 

Sedangkan jika pertentangan yang terjadi adalah di antara dua nash, maka 

langkah yang diberlakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 

a. Menggabungkan dalil yang bertentangan, dalam hal ini berlaku prinsip 

lebih diprioritaskan memberlakukan dua dalil daripada mengabaikan 

salah satunya. 

b. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka langkah berikutnya 

dilakukan tarjih. 

c. Jika langkah kedua juga tidak berhasil, maka diusahakan mengetahui 

sejarah kronologi lahirnya kedua dalil. 

d. Jika langkah ketiga juga tidak berhasil, maka langkah yang terakhir 

ialah, menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut, dan 

sebagai gantinya dicari dalil lain yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas.
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